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BAB 3 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

yakni pembahasan, maka penulis dapat menarik 3 kesimpulan, yakni 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap liquid vape pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabeanan B Yogyakarta dengan melakukan alur identifikasi 

pelanggaran pelekatan pita cukai palsu, tanpa pita cukai, pita cukai 

bekas, pita cukai salah peruntukan, dan pita cukai salah personalisasi. 

Hal ini dikarenakan pita cukai berfungsi sebcagai bukti pelunasan cukai 

dan sebagai alat pengawasan, Melakukan alur identifikasi pelekatan 

pita cukai sebagaimana sesuai dengan tata cara pelekatan pita cukai 

apakah sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04.2021 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

67/PMK.04/2018 tentang perdagangan barang kena cukai yang 

pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan 

tanda pelunasan cukai lainnya, melakukan pengecekan terhadap barang 

kena cukai yang ilegal yang memiliki ciri-ciri umum diantaranya seperti 

merek tidak dikenal, tidak tertera nama pabrik produksi, adanya 
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indikasi pada bungkus merek ilegal mirip dengan bungkus merek resmi 

yang menyerupai, dan dipastikan dijual dengan harga yang jauh lebih 

murah. Pengawasan lainnya dengan melakukan monitoring terhadap 

perusahaan atau pengusaha pabrik untuk melakukan pembukuan, 

pencatatan dan dilakukannya audit oleh unit vertical seperti Kantor 

Wilayah maupun Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea Cukai. 

Pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai Yogyakarta sudah sesuai 

pada undang-undang yang berlaku dan tidak ditemukan adanya 

peredaran ilegal atau peredaran yang tidak sesuai prosedur. 

2.  Kendala pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap liquid 

vape pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe 

Madya B Yogyakarta dikarenakan adanya disparitas harga. Disparitas 

terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan terhadap 

suatu harga sehingga menyebabkan masyarakat cenderung menjual 

bahkan mengkonsumsi hasil tembakau yang peredarannya ilegal. 

Kendala lainnya disebabkan karena adanya resistensi dari masyarakat 

terhadap ketidaksepakatan antara pihak satu dan pihak lainnya, adanya 

ketidakpahaman masyarakat, dan juga adanya tindakan-tindakan 

lainnya dalam mempertahankan barang hasil penindakan tersebut. 

Kendala lainnya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan 

kepatuhan produsen dalam memproduksi dan mengedarkan cukai hasil 

tembakau terhadap liquid vape ilegal.  
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3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan peredaran cukai 

hasil tembakau terhadap liquid vape pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta dalam 

hal ini disparitas harga yakni dengan melaksanakan kebijakan 

Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Keuangan dalam kenaikan 

tarif cukai hasil tembakau guna untuk menekan peredaran hasil 

tembakau dan dengan dilakukannya upaya ultimum remedium. Dalam 

hal ini, Pelanggar akan dikenakan denda sebesar tiga kali nilai cukai 

yang harus dibayar dan barang hasil penindakan akan menjadi milik 

negara, atau dengan makna lain bahwa pelanggar tidak dipidana namun 

diupayakan pemulihan hak keuangan negara.. Upaya mengatasi 

kendala terhadap resistensi masyarakat dapat dilakukan dengan 

sosialisasi kepada masyarakat dan dilakukannya penindakan. Upaya 

mengatasi kendala-kendala terhadap kurangnya kesadaran dan 

kepatuhan produsen dalam memproduksi dan mengedarkan cukai hasil 

tembakau terhadap liquid vape ilegal adalah dengan melakukan 

program sosialisasi, melakukan evaluasi langsung dilapangan dan 

melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Dalam upaya 

mengatasi kendala-kendala tersebut maka adanya sanksi sebagai bentuk 

penegasan didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 
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B. SARAN 

  Negara Indonesia dalam hal ini sudah cermat dalam menetapkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

dalam hal pengawasan peredaran cukai. Saran penulis Negara melalui 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai bersama Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta untuk lebih 

memperhatikan lagi dan lebih melakukan pengawasan terhadap peredaran 

cukai hasil tembakau terhadap liquid vape, karena masyarakat dan 

pengusaha pabrik sangat beresiko untuk melakukan berbagai bentuk 

pelanggaran seperti memalsukan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, 

menggunakan pita cukai yang bukan peruntukan, melakukan peredaran 

tanpa pita cukai, dan menggunakan pita cukai salah personalisasi khusus 

nya terhadap peredaran liquid vape. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi dan 

harus dihentikan peredarannya karena berdampak terjadinya potensi 

kerugian negara .
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